BAB 5
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa penerapan
akuntansi PPh Pasal 22 di PT. Terminal Petikemas Surabaya secara
keseluruhan dari semua transaksi yang terjadi pada bulan Desember
2011 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan, baik dari batas waktu tanggal pembayaran,
pelaporan, perhitungan, dan penjurnalan akuntansi pajak.

Dalam penelitian ini juga ditemukan bukti bahwa dari
keseluruhan semua transaksi yang terkait dengan PPh Pasal 23 pada
bulan Desember 2011, PT. Terminal Petikemas Surabaya telah
menerapkan akuntansi PPh Pasal 23 sesuai dengan peraturan
perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, baik dari batas
waktu tanggal pembayaran, pelaporan, perhitungan, dan penjurnalan
akuntansi pajak.

Penelitian ini memberikan bukti bahwa PT. Terminal
Petikemas Surabaya telah menerapkan akuntansi PPN dari
keseluruhan semua transaksi yang terkait dengan PPN pada bulan
Desember 2011 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,
yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
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Penjualan Atas Barang Mewah, baik dari batas waktu tanggal

pembayaran, pelaporan, perhitungan, dan penjurnalan akuntansi

pajak.

5.2.

Keterbatasan
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu fokus

penelitian ini hanya pada 3 jenis pajak saja, yaitu PPh Pasal 22, PPh
Pasal 23, dan PPN.

5.3.
1.

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya:

Penelitian ini terlalu fokus pada 3 hal saja, sehingga akan lebih
baik jika penelitian selanjutnya pada sektor perusahaan yang
sama maupun berbeda seperti manufaktur, penelitian selanjutnya
dapat memfokuskan diri pada jenis pajak yang lainnya juga,
seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 4(2), dan PPh Pasal 25;

. Saran untuk perusahaan terkait:

Agar perusahaan tetap dapat mematuhi peraturan perpajakan yang

berlaku untuk seterusnya dalam segala aspek perpajakan;

. Saran untuk pendidikan dan akademik:

Agar dapat mengembangkan teori dan praktik mengenai
perpajakan lebih luas lagi, sehingga dapat diperoleh banyak

wawasan dalam bidang perpajakan.
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